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PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KOTA BUKITTINGGI

Ramadina Syafitri!, Nurbeti'
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: ramadinasyafitril 2(@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap anak korban (KDRT) dapat lebih
optimal. Namun Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak masih
menjadi permasalahan serius termasuk di Kota Bukittinggi. dari tahun 2021
hingga 2023, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan
sedikit penurunan pada tahun 2023 maka dari itu Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran penting dalam
memberikan perlindungan bagi anak-anak korban KDRT. Rumusan Masalah : 1)
Bagaimanakah Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak
Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga 2)Kendala-kendala apa saja yang dihadapi
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam
Rumah tangga 3)Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi
kendalayang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak
Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga. Jenis penelitian hukum sosiologis; sumber
data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder; teknik
pengumpulan data studi dokumen dan wawancara; analisis data metode kualitatif.
Hasil penelitian : 1)UPTD PPA telah menyediakan berbagai layanan, seperti
penerimaan laporan, pendampingan psikososial, layanan kesehatan, serta bantuan
hukum. 2)kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus,
keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum optimal, serta kendala
dalam proses hukum.3)Upaya yang dilakukan UPTD PPA yaitu meningkatkan
kesadaran masyarakat dengan cara bersosialisasi dan memberikan penyuluhan
kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, KDRT, UPTD PPA
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan segala perilaku dan
tindakan warganya diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah. Gagasan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada konsep
negara hukum dan merupakan bagian penting dari tugas pemerintah untuk
menjalankan pemerintahannya. Pasal 28A Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta
mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28D Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.

Istilah HAM berasal dari sejarah. Pada awalnya, istilah itu merujuk
pada keinginan dan keinginan manusia secara keseluruhan untuk mengakui dan
melindungi hak-hak dasar manusia. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa
istilah itu terkait erat dengan keadaan sosial dan politik yang berubah. Pada
akhirnya, manusia belajar bahwa kehormatan mereka harus dihargai Sebagai
bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, upaya penegakan HAM
sangat bergantung pada lembaga negara dalam melindungi hak-hak tersebut.!

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia

! Majda El-Muhtaj, 2017, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana
Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 6



(HAM) merupakan seperangkat hak kodrati yang dimiliki oleh semua manusia
sejak lahir sebagai anugerah mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi
manusia harus dijunjung tinggi oleh semua orang, karena hak ini universal dan
berlaku untuk semua orang. Setiap warga negara harus menghormati hak
sesamanya.

Situasi untuk memajukan hak asasi manusia semakin baik. Namun,
jelas bahwa pemenuhan hak-hak tertentu masih merupakan masalah sulit untuk
diselesaikan, seperti hak asasi perempuan, anak, dan orang lain. Antinomi kian
muncul dari tingkat konstitusi hingga tingkat penerapan standar pada tindakan
negara melalui pengambilan kebijakan baik di tingkat pusat maupun lokal,
yang berdampak pada berbagai pelanggaran yang menyebabkan korban,
terutama mereka yang tercerabut haknya.?

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan salah satu isu
serius yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk
Kota Bukittinggi. Dalam menghadapi situasi ini, perlindungan terhadap hak-
hak anak menjadi hal yang sangat krusialemosional, dan bahkan ekonomi,
yang berdampak pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak.
Dalam menghadapi situasi ini, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi
hal yang sangat krusial.

Masalah kekerasan terhadap anak dapat memberikan dampak negatif
yang serius, sehingga anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang lemah.

Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban

2 Cholida Hanum, 2020, “Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan
Perdebatan Masa Kini”, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) TAIN,
Salatiga, hlm 1-2.
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kekerasan, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental,
dan sosial secara menyeluruh.

Anak adalah hasil dari hubungan pernikahan antara seorang pria dan
wanita, di mana kehadiran anak sangat dinantikan karena anak memegang
peranan penting dalam keluarga. Secara fisik, anak memiliki posisi yang lebih
rentan dibandingkan orang dewasa dan sangat bergantung pada orang dewasa
di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pernikahan, orang tua memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak mereka.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah melekat
sejak anak berada dalam kandungan hingga ia dilahirkan, sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku. Hak ini mencakup hak untuk tumbuh dan
berkembang secara fisik, mental, dan sosial dengan sempurna, serta hak untuk
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang agar anak dapat tumbuh
menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan keluarga.

Perlindungan terhadap hak anak sangat penting untuk memastikan
mereka terhindar dari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik dari orang
lain maupun dari lingkungan keluarganya sendiri, secara langsung maupun
tidak langsung. Sebagai bagian dari warga negara yang akan berperan di masa
depan, anak perlu dijaga dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh

orang tua. Namun, kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang
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dilakukan oleh orang tua terhadap anak, menunjukkan bahwa masalah ini
masih memerlukan perhatian serius.>

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, negara Indonesia bertanggung jawab untuk
menjaga kesejahteraan setiap warga negaranya, yang mencakup perlindungan
hak anak, yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan anak harus
dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Karena
anak adalah kelompok yang rentan, memberikan perlindungan kepada mereka
adalah pilihan yang tepat. Karena perlindungan anak pada dasarnya merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perlindungan anak sangat penting.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa
setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, umumnya terjadi antara
anggota keluarga dan melibatkan satu pihak sebagai pelaku dan pihak lain
sebagai korban. Bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik dan verbal.
Kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang batasan seperti status social

dan tingkat Pendidikan sehingga dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat.*

3 Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Anak Yang Menjadi Korban perlakuan Tindak Kekerasan dalam rumah Tangga Dihubungkan
Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Diaelektika hukum, Vol.2 no.1, hlm 57-58

4 Oktir Nebi, Yudi Anton Rimadani, 2021, Hukum Kekerasan Dalam Rumah

Tangga " Perspektif Teori Perlindungan Hukum ”, Cv. Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm 23.
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu
masalah sosial yang meresahkan dan sering terjadi di berbagai negara, baik
domestik maupun internasional. Kasus KDRT adalah isu yang sudah
berlangsung lama dan terus muncul di masyarakat, sehingga menjadi topik
yang sulit diatasi sepenuhnya. KDRT bukan hanya masalah keluarga tetapi
juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdampak negatif pada
individu serta masyarakat secara lebih luas. Untuk menangani dan mencegah
KDRT, diperlukan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, serta
organisasi non-pemerintah.®

Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota
Bukittinggi selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Data
ini memberikan gambaran mengenai kekerasan terhadap anak di Kota
Bukitinggi, yang menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan hak-hak
anak. Penyajian data ini bertujuan untuk mendukung analisis mengenai peran
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) Kota Bukittinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan
Dalam Rumah tangga dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap

anak :

® Safrida Zahra, 2023, “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya
terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023”, Jurnal Gema
Keadilan, Vol.10 No.1, hlm 115-116
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Tabel 1.
Jumlah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak di

Kota Bukittinggi Ditahun 2021-2023

Kota Bukittinggi Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga pada

Anak di kota Bukittinggi

Tahun 2021 2022 2023
Jumlah Kekerasan pada 9 18 17
Anak

Sumber Data: UPTD PPA Kota Bukittinggi 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 mengenai jumlah kasus kekerasan
terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi dari tahun 2021 hingga
2023, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan
sedikit penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, penurunan kasus pada tahun
2023 menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun masih memerlukan
langkah yang lebih intensif untuk mencapai kondisi kasus.

Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2022 dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan
kasus kekerasan, pengaruh kampanye anti kekerasan yang dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga terkait, serta kondisi sosial ekonomi yang
memengaruhi dinamika keluarga. Sementara itu, penurunan kasus pada tahun
2023 menunjukkan adanya upaya perbaikan, meskipun masih memerlukan
langkah yang lebih intensif untuk mencapai kondisi yang ideal.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatan kesadaran masyarakat

tentang kekerasan terhadap anak dalam konteks kekerasan dalam rumah
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tangga, penguatan peraturan hukum yang melindungi korban, serta penyediaan

layanan dukungan yang efektif melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Kota Bukitiinggi memiliki peran sangat penting dalam
Melindungi Anak dari Kekerasan Rumah Tangga. Berdasarkan uraian di atas,
penulis telah melakukan penelitian yang berjudul
“PERANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI
KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BUKITINGGI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan
Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam
Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?

3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendalayang
dihadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan

Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan

Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga

. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Unit Pelaksanaan

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota
Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam

Rumah tangga

. Untuk menganalisa upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala

yang dihadapi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukitiinggi Dalam Memberikan Perlindungan

Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah tangga

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian
Hukum Sosiologis juga dikenal dengan sebutan penelitian lapangan.
Penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang didasari oleh data
primer yang didapat langsung dari pegawai kantor UPTD PPA Kota

Bukittinggi sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.®

. Sumber Data

a. Data Primer

23.

6 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm
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Data primer adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat
melalui penelitian dan wawancara di lapangan. yaitu wawancara kepala
UPTD PPA Kota Bukittinggi yaitu Bapak Alexmy Hendra, S.K.M

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan data
ini meliputi buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah, data arsip,
yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.® Sumber data sekunder
dari penelitian ini adalah :
1) Bahan hukum primer :
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;
¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan
Undang-Undang, hasil hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan

hukum mengenai kekerasan terhadap anak dalam KDRT

" Ibid, hlm 56.
8 Ibid, hlm 19.
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3. Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai Berikut:
a. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah studi terhadap dokumen resmi, peraturan
perundang-undangan dan arsip terkait yang relavan dengan
permasalahan yang akan di teliti teknik.%studi dokumen dalam
penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan dalam
rumah tangga di kota Bukittinggi
b. Wawancara
Wawancara adalah proses pengumpulan dan memperoleh keterangan
dengan mengajukan beberapa pertanyaan sambil bertatap muka antara
si penanya dengan si penjawab (responden).!’ Peneliti akan
mewawancarai kepala UPTD PPA kota Bukittinggi
4. Teknik Analisa Data
Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dilakukan analisa
data tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif
yaitu metode mengumpulkan data individu tentang masalah yang akan
diteliti, menarik kesimpulan dan menguraikannya dalam bentuk kalimat

deskriptif. 1!

° Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
hlm 21.

10 Maiyestati, op cit hlm. 59.

11 Dglab, 2022, Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif,
https://'www.dqglab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif, diakses
pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 08.05 WIB.
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